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Di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas rencana eksekusi terhadap tiga terpidana mati kasus Bom Bali I, Amrozi Bin H. Nurhasyim, Ali Ghufron dan Imam Samudera. Kami kembali menegaskan bahwa penerapan hukuman mati telah melanggar hak asasi manusia dan konstitusi RI. Hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi yang paling fundamental, yakni hak untuk hidup (right to life); yang merupakan kategori hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi serta dibatasi dalam keadaan apapun. 
Seperti kita ketahui bersama, ketiga terdakwa ini telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung pada 30 Agustus 2007. Dalam pernyataan terbukanya, ketiga terdakwa menolak mengajukan Grasi kepada Presiden. Berdasarkan keyakinan mereka, Presiden tidak berhak untuk mengampuni manusia. Ketiga terdakwa juga menyatakan kesiapan untuk menghadapi hukuman mati. Mereka menyatakan bahwa dengan menerima hukuman mati, mereka telah kembali melakukan jihad, sesuai dengan keyakinan mereka. 
Fakta tersebut di atas menggugurkan argumentasi yang selama ini berkembang, yang menyatakan bahwa hukuman mati merupakan tindakan yang efektif yang akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Pernyataan Amrozi jelas menunjukkan bahwa hukuman mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansinya. Bukan tak mungkin hal ini justru menjadi pemicu bagi pihak lain untuk melakukan tindakan serupa berdasarkan keyakinannya. Sehingga tak ada jaminan sama sekali bahwa hukuman mati ini akan mengurangi tindakan serupa di masa yang akan datang, apalagi menjerakan para pelakunya.  
Apalagi, sistem hukum Indonesia belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparsial dan memiliki apparatus yang bersih. Masih berlangsungnya praktek korupsi dan bias kelas serta diskriminasi akan terus membuka ruang bagi penerapan hukum yang salah. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa hukum tak memihak kelompok yang kuat. Para pelaku kejahatan luar biasa seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat tak tersentuh oleh ancaman hukuman mati. 
Kami meminta Pemerintah berhati-hati untuk mengambil langkah hukum bagi kasus yang mendapat perhatian internasional ini. Pengalaman eksekusi kepada terdakwa kasus Poso, Tibo dkk pada tahun lalu telah menimbulkan reaksi meluas -dan justru kontraproduktif dalam proses penegakan hukum- hendaknya menjadi pelajaran berharga untuk bertindak. Eksekusi terhadap para pelaku tindak pidana khusus, seperti kejahatan kemanusiaan, komununal, terorisme serta narkoba justru akan menutup rantai kesaksian dan pertanggungjawaban secara menyeluruh.    

Kami berharap situasi sosial yang berkembang saat ini dapat menjadi pertimbangan nyata untuk segera menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Jikapun hal ini terbentur pada aturan-aturan normative yang masih berlaku di negeri ini, setidaknya pemerintah dapat menerapkan masa moratorium terhadap penerapan hukuman mati. 
Dalam catatan KontraS, sebanyak 118 orang terancam dihukum mati di Indonesia, dengan rincian 56 orang terpidana kasus pembunuhan, 55 orang terpidana kasus narkoba dan 7 orang terpidana kasus terorisme. Sementara sebagian keluarga korban justru menolak hukuman mati kepada para pelaku, seperti tampak pada pernyataan Brian K Deegan, ayah dari Joshua Kevin Deegan, warga Negara Australia telah meminta semua pihak yang berkepentingan untuk tidak mengeksekusi para pelaku bom Bali I (dalam surat tertanggal 31 Mei 2006) serta Suciwati, istri Munir.    
Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia semestinya dapat berkaca pada perkembangan global yang saat ini berlangsung. Hingga tahun 2007, mayoritas negara di dunia telah menerapkan kebijakan abolisi secara de fakto dan de jure.  Sebesar 142 negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati, sementara 55 negara lainnya masih menerapkan hukuman mati.  
Sekali lagi, kami meminta Jaksa Agung RI untuk mempertimbangkan hal ini. Kami meminta Jaksa Agung untuk tidak melakukan ekseksusi terhadap para terpidana hukuman mati, demi jaminan penghormatan terhadap HAM.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 10 Oktober 2007,
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